KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 183 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
LUQMAN AL-HAKIM INTERNASIONAL(SMPIT LHI) BOARDING SCHOOL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

Menimbang  : a.  Bahwa memperhatikan permohonan ljin Operasional Sekolah Nomor :
O1/YPUVE/VIIE2014 untuk SMP IT Lugman Al-Hakim Internasional dari
Yayasan Pinonir Pendidikan Indonesia Pendiri SMP IT Lugman Al-Hakim
Internasional. Mulai tahun pelajaran 2014/2015. menerima peserta didik baru
b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi svarat
baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana Prasarana. sumber daya manusia dan
kurikulum.
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu dnetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentangilzm
()perasxonal Sckolah Menengah Pertama ( SMP) IT Lugman Al-Hakim



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tal

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. |
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2
17 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

8. Peraturan Menteri
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan

dan Menengah X
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan,

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs). Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2010 tentang Standar Pelaycinan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Ko
15. Peraturan Dacrah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 v:numg 1 il
~ Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
1] l?qbgten.Bantul.Nomor 16




‘ Kepﬂlﬂ Dmas Pendidikan Dasar Kabupaten
Operasmanal Sekolah mtmmal sekali dalam satu semester.

dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). g
: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan

IV .‘,\; &) " kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk

P P menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah. ) 8

B : Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan

2{ ; sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolaly.

.; Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi
o sampai dengan pencabutan izin operasional. |
; Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
o

B, Ditetapkan  ; di Bantul
[asd

01 November 2014




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
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Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jalan Lingkar Manding Trirenggo Bantul Yogyakarta Telepon 0274 367171
Kode Pos 55714 Website. dikpora.bantulkab.go.id
E-mail. dikpora@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

NOMOR (00 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU LHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL,

Menimbang . a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan
kepada masyarakat, serta meningkatkan  partisipasi
masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mendirikan dan mengembangkan
satuan pendidikan dasar di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan permohonan izin penambahan rombel SMP
Islam Terpadu LHI dari Ketua Yayasan Pionir Pendidikan
Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Bantul tentang Perubahan Izin Pendirian SMP Islam
Terpadu LHIL

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863);



8.

9.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 ),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
schbagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

13.

14.

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 06);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang

Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Berita Acara Penetapan Perubahan Izin Nomor : 01/BA-PR/IP-
SMP/2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH
RAGA  KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN IZIN
PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU LHL

Memberikan Perubahan Atas Izin Pendirian SMP Islam Terpadu
LHI yang beralamat di JI. Karanglo RT 02, Banguntapan, Bantul.
Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP
Islam Terpadu LHI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mengikuti dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan Sekolah melakukan
penyimpangan/pelanggaran dan/atau tidak dapat memenuhi
ketentuan izin, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Pionir Pendidikan
Indonesia selaku Badan Penyelenggara Pendidikan serta sumber

dana lainnya yang sah.



KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul No. 142 Tahun 2016
tanggal 28 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2022

[ 9303 1003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Bupati Bantul;

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
Arsip

N



